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Motto dan Persembahan

“Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, Aku memimpin kau di jalan yang

lurus.”

-Proverb1:9

“When life gets you down, you know what you’ve gotta do? Just keep swimming.”

- Dory, Finding Nemo
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian
Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Skripsi ini dilatarbelakangi
banyak pasangan yang menikah beda agama di Indonesia, meskipun agama dan
Undang-Undang Perkawinan melarang, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi
ini adalah pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara perceraian
terhadap perkawinan beda agama di Indonesia? Bagaimanakah proses penyelesaian
perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama? Apakah akibat hukum
perceraian terhadap perkawinan beda agama? Penelitian ini merupakan penclitian
normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa
Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perceraian terhadap perkawinan
beda agama adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, yang didasarkan
pada pencatatan perkawinannya. Proses penyelesaian perkara perceraian terhadap
perkawinan beda agama pada prinsipnya sama, yaitu menggunakan hukum acara
peradilan agama untuk proses di Pengadilan Agama dan menggunkan hukum acara
hukum perdata untuk proses di Pengadilan Negeri. Akibat hukum perceraian
terhadap perkawinan beda agama berakibat terhadap perkawinan itu sendiri, harta
bersama, dan hak asuh anak.

Kata Kunci: Kgwenangan Pengadilan, Perceraian, dan Perkawinan Beda Agama

Menyetujui:

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

NIP. 196405301989031002
Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,

/
Sri Turatmi h,::i M.Hum.

NIP.196511011992032001 NUH
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara Hukum. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum mencakup empat
elemen penting, yaitu:

1. perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. pembagian kekuasaan;

3. pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan

4. Peradilan Tata Usaha Negara.*

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum adanya
Revolusi 1688 di Inggris, yang pertama kali dikemukakan oleh Plato dan diperjelas
Aristoteles.? Ploto dalam bukunya yang berjudul Nomoi, mengatakan
penyelenggaraan pemerintah baik jika diatur oleh hukum. Aristoteles selanjutnya
menjelaskan negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan
berkedaulatan hukum, karena baik buruknya suatu hukum didasarkan pikiran yang

adil dan kesusilaan, bukan hanya manusianya saja.?

imly Asshiddigi, 2012, Gagasan Negara Hukum Indonesia,
http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum_Indonesia.pdf, 8  September
2020.

2 Ni'matul Huda, 2010, llmu Negara, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, him. 90.
3 Ibid., him. 91.


http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
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Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya
disebut degan UU HAM) menentukan bahwa Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia
adalah negara yang dengan tegas dan terbuka dalam mengakui dan melindungi hak
warga negaranya dan setiap orang yang berada di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat
dalam UUD NRI Tahun 1945, tepatnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia,
yaitu Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, mengatur hak-hak sebagai

warga negara. Hak-hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. hak hidup dan mempertahankan hidup, tumbuh, dan berkembang;

2. hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;

3. hak perlindungan dari kekerasan, ancaman, dan diskriminasi;

4. pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

5. hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;

6. hak dipilih dan memilih;

7. hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

8. berkomunikasi dan memperoleh informasi;

9. hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman;

10. dan hak lainnya.
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Agar hak-hak tersebut dilindungi, maka harus melakukan suatu perbuatan
hukum yang sah. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
contohnya harus melakukan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 28B
UUD NRI Tahun 1945. Perkawinan yang sah dilakukan agar perkawinan, keluarga,

dan keturunan dapat dikatakan sah dan dilindungi oleh hukum.

Kata sah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) memiliki
pengertian perbuatan atau suatu hal yang dilakukan menurut hukum seperti undang-
undang, peraturan yang berlaku, berdasarkan akta notaris, tidak batal (tentang
keagamaan), berlaku, diakui kebenarannya, diakui oleh pihak resmi, boleh
dipercaya, tidak diragukan (disangsikan), benar; asli, autentik, nyata, tentu, dan

pasti. 4 Selanjutnya bagaimanakah suatu perkawinan dapat dikatakan sah?

Hukum perkawinan Indonesia menentuan suatu perkawinan sah apabila
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawian (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) menentukan
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 W. J. S. Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai
Pustaka, him. 848.
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Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menutup kemungkinan ada perkawinan
yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang memiliki agama
yang beda berbeda. Hal ini dikarenakan setiap agama melarang setiap pemeluknya
melakukan perkawinan dengan orang lain yang bukan penganutnya. Berdasarkan
Pasal 2 Ayat (1) tersebut, dapat disimpulkam jika ada dua orang yang memiliki
agama berbeda melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut bukanlah

perkawinan yang sah.

Pasal 8 Huruf F UU Perkawinan memuat perkawinan dilarang jika aturan
agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan ahmatu Hukum Islam (KHI), menentukan jika
perkawinan pasangan yang berbeda agama dianggap batal. Hal ini dikarenakan
setiap agama di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama.
Pembatalan ini ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yang apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata pembatalan
dari pembatalan perkawinan berawal dari kata batal. Batal berarti tidak sah dan
bahkan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti memiliki arti
perkawinan yang telah berlangsung merupakan perbuatan yang tidak sah atau tidak

pernah ada. °

Pada masa sekarang mobilitas manusia semakin dinamis, yang

menimbulkan pertukaran budaya, informasi, dan pertukuran pola pikir pula antar

5 S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan A. Novera, 2015, “Akibat Hukum Pembatalan
Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama
Sumatera Selatan”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM,
VVolume 22 Nomor 1, him. 104.
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mereka yang memiliki ras, agama, suku, asal, pekerjan, latar belakang, dan agama
yang berbeda. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama
lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling
mencintai, dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan
dengan melangsungkan perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan
antar mereka yang berbeda budaya, adat, latar belakang, bahasa, bahkan berbeda

agama dapat melakukan perkawinan, terutama perkawinan beda agama.®

Perkawinan yang dilaksungkan atas dua orang yang berbeda agama dapat
dikategorikan sebagai perkawinan beda agama. Banyak masyarakat yang
melakukan tindakan penyelundupan hukum agar mereka mencapai tujuannya untuk
dapat menikahi pasangannya yang memiliki agama yang berbeda. Penyelundupan
hukum biasanya dilakukan dengan melaksanakan perkawinan diluar negeri, beralih

agama sementara, atau dengan cara lainnya.

Kehidupan berumah tangga sering terjadi selisih paham, pertengkaran,
beda pendapat dan prinsip, masalah ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), yang membuat rumah tangga tersebut tidak lagi menjadi keluarga
yang bahagia. Hal ini tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU
Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal
ini sering membawa perkawinan tersebut ke dalam perceraian. Hal ini dapat terjadi

pada tiap pasangan, baik yang berkecukupan atau tidak, satu budaya atau beda

® Jane Marlen Makalew, 2013, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di
Indonesia”, Universitas Sam Ratulangi Manado, Lex Privatum, Volume | Nomor 2, him. 131.
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budaya, yang menikah muda atau menikah dengan umur matang, seagama atau

beda agama, dan pasangan lainnya.

Melihat kemungkinan ini, UU Perkawinan bersifat terbuka terhadap
perceraian, dimana undang-undang ini mengatur perceraian, baik yang diajukan
oleh istri maupun suami. Namun, disisi lain, UU Perkawinan juga memiliki
karakteristik untuk mempersulit perceraian karena harus dilakukan di depan
pengadilan. Ada dua pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara
perceraian, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Yang menjadi

pembedanya adalah agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut.

Terhadap pasangan suami istri yang beragama islam ingin bercerai maka
perceraiannya diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975).
Berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya
disebut dengan KHI), talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugat cerai yang dilakukan oleh
istri berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI dilakukan atas kuasanya pada Pengadilan
Agama di tempat tinggalnya, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa

izin suami.

Bagi pasangan yang beragama Non-Muslim, proses perceraian dilakukan
di Pengadilan Negeri. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9

Tahun 1975 dimana gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau
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kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
tergugat. Namun apabila tergugat berpindah-pindah maka gugatan dapat dilakukan

di Pengadilan Negeri tempat penggugat tinggal.

Namun, bagaimana dengan pasangan suami istri yang menikah dan
memiliki agama yang berbeda? Pengadilan manakah yang berwenang dalam
menyelesaikan perkara mereka? Karena berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI
yang tidak mengatur tentang perceraian bagi pasangan yang memiliki agama
berbeda. Hal ini tentunya akan mengurangi hak mereka sebagai warga yang telah

ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Melihat kenyataan ini, agar tidak menciderai hak-hak warga negara yang
menikah dengan pasangan yang berbeda agama, negara tetap memberikan layanan
hukum kepada semua masyarakatnya. Karena hal tersebut adalah hak warga negara,
untuk memperoleh kedudukan, perlakukuan, pelayanan, dan fasilitas dalam hukum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang
menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dengan

tidak ada kecualinya.

Menurut B. Arief Sidharta, bahwa unsur-unsur dan asas-asas negara

hukum yang meliputi lima hal, yaitu:

1. pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human
dignity);

2. berlakunya asas kepastian hukum;
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3. berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality Before the
Law);

4. asas demokrasi; dan

5. pemerintah dan pejabat pelayan masyarakat sesuai dengan tujuan

bernegara. ’

Berdasarkan unsur ketiga di atas, berlakunya persamaan maksudnya
adalah di dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang
atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok
orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi
semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme

untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.®

Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pasangan yang menikah beda
agama, namun pada akhirnya bercerai. Mereka bercerai setelah melewati proses
pengadilan sebagaimana pasangan pada umumnya yang kemudian bercerai melalui
pengadilan, baik itu dari kalangan biasa, artis, maupun pejabat. Oleh karena itu,
perceraian terhadap pasangan suami istri yang berbeda agama merupakan suatu
masalah kompleks yang sering terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas
maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah ke dalam sebuah karya
tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: Kewenangan Pengadilan Dalam

Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.

" B. Arief Sidharta, 2004, “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”, Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law, Volume 3 Nomor 2,
him. 124-125.

8 1bid.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara perceraian
terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian terhadap
perkawinan beda agama?

3. Apakah akibat hukum perceraian terhadap perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengadilan yang berwenang untuk
mengadili perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama di
Indonesia.

2. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara perceraian
terhadap perkawinan beda agama.

3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap

perkawinan beda agama.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat berupa:
1. Manfaat Teoritis

Terhadap penulis penelitian skripsi ini sebagai wadah menganalisis dan
memberi jawaban atas keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam
skripsi ini. Selain itu juga peneliti berharap jika penelitiannya yang dituangkan
kedalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mendorong
perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Penulis berharap jika penelitian skripsi ini memberikan manfaat praktis
kepada mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam
memberikan gambaran tentang rumusan masalah dalam skripsi ini. Selain itu juga
skripsi ini bermanfaat sebagai bahan bacaan atau refrensi dalam mengembakan
ilmu hukum, terkhusus bidang hukum perdata, yaitu hukum perkawinan di negara

Indonesia ke arah yang lebih baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas
mengenai pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara perceraian
terhadap pasangan suami istri yang beda agama, proses penyelesaian perkara
perceraian terhadap pasangan suami istri yang beda agama tersebut, dan akibat

hukum dari perceraian terhadap pasangan suami istri yang beda agama.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori
mengenai sesuatu permasalahan yang menjadi bahan pegangan teoritis.® Adapun
kerangka teori yang digunakan dalam membahas permasalahan skripsi ini adalah:
1. Teori Negara Hukum

Negara hukum yang dalam bahasa Belanda adalah rechstaat. Hal ini dapat
diartikan dengan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan Kketertiban
hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada
rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar
semuanya berjalan menurut hukum.©

Indonesia sebagai negara hukum telah tegas tercantum dalam konstitusi
sebagai hukum tertinggi. Penempatan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan supaya hukum berperan
sebagaimana mestinya, yaitu menjadi panglima untuk melindungi hak warga
negaranya dan mengawal pelaksanaan kewajibannya juga. Sehingga negara yang
seharusnya menjaga hak warga negaranya, menjadi arogan kepada warga
negaranya tidak terjadi.
2. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan

ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan

® M. Soly Lubis, 1994, Filsafat Iimu dan Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju, him.
80.

10 Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015, “Memaknai Hukum Negara (Law Throught
State)”, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Hasanuddin Law Review, Volume 1
Nomor 1, him. 78.
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kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal tersebut,
namun bukan berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan.
Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut
demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian
hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan
yang harus ditaati”.*

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis,
dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan
negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap
produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945. Dan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia,
peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan
penegakan hukum. Peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkan
oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar
keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat
tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan
(seperti hukum adat dan hukum agama).?

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan
kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua

orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat

11 R. Tony Prayogo, 2016, “Penarapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ”,
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Jurnal
Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, him. 192.

12 1hid.
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dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian
kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap
berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk tidak
menimbulkan banyak salah tafsir.™®

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang
berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat
dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap
tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.*

3. Teori Kewenangan Pengadilan Mengadili Perkara (Kompetensi
Pengadilan)

Teori kewenangan pengadilan mengadili perkara (kompetensi pengadilan)
adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang
diajukan kepadanya. Pada pelaksanaan peradilan, pengadilan memiliki dua
kewenagan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif
adalah kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya.

Sedangkan Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili

suatu perkara yang didasarkan pada jenis perkaranya.

Bab 1X UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Angka
(2) memuat ketentuan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

13 1bid., him. 193.
4 1bid.
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umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan
Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman) menentukan
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. UU Kehakiman ini
merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas
peradilan bagi semua peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan. *°

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ketentuan ini tertuang dalam
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung (MA) adalah Pengadilan Negara Tertinggi atau Puncak
Peradilan (Single Sytem of Courts), yang bertujuan untuk membentuk kesatuan
peradilan. Dan sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA melakukan pengawasan
dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada

Lembaga Tinggi Negara, baik itu diminta atau tidak diminta. 16

15 Ahmaturrahman, 2019, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Inderalaya: Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, him. 7.

16 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, him. 23.
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Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan Umum adalah peradilan yang
pada hakikatnya mengatur dan memeriksa semua perkara, baik perkara perdata
maupun perkara pidana. Lingkungan peradilan ini diatur Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 Tentang Peradilan Umum. '

b. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana yang khusus (hanya) dilakukan oleh anggota militer. Lingkungn
peradilan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer.'®
c. Peradilan Agama

Peradilan Agama ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan yang mengadili

17 Ahmaturrahman, Loc. Cit.
18 |hid.
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perkara-perkara perdata tertentu dan bagi orang-orang tertentu yaitu orang yang
beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara perdata tertentu
menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa
pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antra orang-orang yang beragama Islam
di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaqg;
h. sadagah; dan i. ekonomi Syariah.
d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang mengadili perkara
yang timbul akibat tindakan penguasa yang berupa penetapan (Beschikking) yang
merugikan pihak lain atau orang (individu tertentu). Peradilan ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *°
e. Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UU MK
menyatakan MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Kewenangan MK dapat dilihat dalam Bab 111 Pasal UU MK,

yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

19 1bid., him.8.
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terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus
pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.

4. Teori Akibat Hukum

Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar IImu Hukum, akibat
adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan dinamakan
tindakan hukum.yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang
dikehendaki hukum.?

Ishag dalam bukunya Dasar-Dasar IImu Hukum menyatakan akibat
hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu
peristiwa hukumdisebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan
hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga
dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu
perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.?

Menurut Syarifin dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan
bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan

hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-

20 R. Soeroso, 2011, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him. 295.
21 Ishag, 2008, Dasar-Dasar llmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him. 86.
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akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.??

Dengan demikian dapat dikemukan bahwa akibat hukum dapat

diartikan sebagai hasil dari suatu perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan

kewajiban bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Ada

beberapa wujud dari akibat hukum, yaitu:

a.

Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
contohnya Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari
tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya
pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum;
Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara
dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang
satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya
seseorang yang mengadakan perjanjian jual beli dengan orang lain.
Dengan adanya perjanjian tersebut (persitiwa hukum), maka lahirlah
hubungan hukum antara mereka. Dengan lahirnya hubungan hukum
tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah
dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai;
Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan

hukum. Contohnya seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat

22 Pipin Syarifin, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: CV. Pustaka Sedia, him 71.
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hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang

orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.?

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif-empiris atau dengan kata lain menggunakan jenis
penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif
disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena penelitian hukum normatif
tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.?* Penelitian hukum normaif
yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka yang juga
mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
dan juga didukung dengan data empiris®® yang diperoleh langsung dari lapangan.

Kemudian setelah terkumpul data primer, data skunder dan data empiris,
penulis kemudian membahas dan menganalisisnya berdasarkan ilmu dan teori-teori
atau pendapat peneliti sendiri, dan menyimpulkannya.? Terkait hal ini penulis akan
mengkaji dan menganalisis perkara perceraian pasangan berbeda agama di
Indonesia, terkhususnya di kota Palembang yang selanjutnya dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 R. Soeroso, Loc. Cit.

24 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra
Abadi, him. 52.

25 Usmawadi, 2005, Penulisan limiah Bidang Hukum, Palembang.

% Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, him. 26-27.
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2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus hukum dalam level
dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat
melepaskan dirinya dari pendekatan perundang-undangan, sehingga pendekatan ini
dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.?” Peraturan perundang-
undangan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

27 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, him. 136.
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan meneliti kasus — kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
yang tetap.?® Yang menjadi kajian pokok penelitian pendekatan kasus adalah ratio
decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada
suatu putusan. Dengan melakukan pendekatan kasus, penulis ingin mengetahui
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian terhadap pasangan
yang berbeda agama.

Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan
memerhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan
segala yang menyertainya dan yang tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta
materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari
aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.?®
3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian untuk
menulis skripsi ini, adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

28 Philipus M. Hadjon, 1998, Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, him.43.
29 Peter Mahmud Marzuki,. Op.Cit., him. 158.
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pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*® Dengan demikian
bahan hukum primer bahan berupa teori hukum, ketentuan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan dalam
skripsi ini., seperti:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) jo Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

% 1bid., him. 181.
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6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050); dan

8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam (Lemabaran Lepas Sekretariat Negara Tahun
1991).

Selain itu bahan hukum primer dalam penelitian normatif-empiris ini
adalah data-data atau informasi yang diperoleh dari lapangan yaitu Pengadilan
Agama Palembang untuk mendapatkan keterangan dan dokumen-dokumen terkait
perceraian pasangan Yyang beda agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama
Palembang Nomor: 1015/Pdt.G/2018/Pa.Plg, Putusan Pengadilan Agama
Palembang Nomor: 0327/Pdt.G/2008/PA.Plg., dan hasil wawancara dengan. M.
Lekat salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Selain itu putusan
yang digunakan dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:

61/Pdt.G/2019/PN.Skt..

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-
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kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan
pengadilan.! Dengan kata lain bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat
para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku, dan termasuk jurnal
dokumen penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum tersier merupakan bahan
hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia
(artikel-artikel yang tersusun rapi dan berurutan).®?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode
pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research). Tujuan
dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan
pemecahan permasalahan penelitian.®® Studi kepustakaan dilakukan dengan
mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka,
membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan
masalah ini, serta menyeleksi berbagai macam bahan yang mengandung sudut

pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

31 Ibid., him. 181.

32 Nico Ngani, 2012, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Yustaka
Yustisia, him. 34.

%3Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum”, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 30.
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Setelah  memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian
kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat
dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk
memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.3* Penelitian hukum ini, penulis
memperoleh bahan hukum primer, skunder, dan bahan tersier dari studi pustaka dan
wawancara yang dilakukan oleh penulis. Yang selanjutnya penulis mempelajari dan
mendalami untuk menjadi acuan mengumpulkan data hukum tersebut ke dalam
penulisan skripsi ini.

Adapun wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki
maksud tertentu. Wawancara mempunyai dua pihak, yaitu interviewer dan
interviewee. Interviewer atau mencari informasi yang mengajukan pertanyaan,
meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam. Sedangkan
interviewee atau pemberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh interviewe.*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini
menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
putusan-putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat.>® Penelitian ini, teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara

34 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him. 251.
3 Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, him. 87.
3 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 105.
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menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

dan hasil kegiatan wawancara dengan M. Lekat salah satu hakim di Pengadilan

Agama Kelas 1A Palembang. Kemudian terhadap bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan dan disusun

secara sistematis, dilakukan interprestasi untuk menjawab dan menarik kesimpulan
dari permasalahan penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu
suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum
yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang
bersifat lebih khusus.®” Dengan demikian melalui penarikan kesimpulan ini dapat
menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai
kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran yang tertuang dalam skripsi ini.

7. Defenisi Oprasional

Adapun pengertian perkawinan beda agama dalam penelitian ini ada tiga,
yaitu:

a. perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang
memiliki agama yang berbeda pada awalnya (salah satunya beragama Islam),
kemudian salah satu pihak yang non-Muslim berpindah agama (masuk agama
Islam) saat akan melangsungkan perkawinan, dan dalam perjalanan

perkawinan mereka, pihak yang beralih agama kembali ke agama asalnya

37 Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
Rajawali Pers, him. 18.
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(keluar agama Islam). Adapun perkawinannya dilaksanakan secara Islam dan
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

b. perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang
memiliki agama yang berbeda pada awalnya (salah satunya beragama Islam),
kemudian salah satu pihak Muslim berpindah agama (keluar agama Islam) saat
akan melangsungkan perkawinan, dan dalam perjalanan perkawinan mereka,
pihak yang beralih agama kembali ke agama asalnya (masuk agama Islam).
Adapun perkawinannya dilaksanakan secara non-Muslim dan dicatatkan di
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

c. perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang memiliki agama
yang berbeda namun pada saat melangsungkan perkawinan mereka tidak ada
yang berpindah agama, dan perkawinan mereka mendapatkan izin dari
Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sehingga perkawinan mereka dilaksanakan
dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Palembang, yaitu

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
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